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KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 
NOMOR 100.3.3.2/ 85 /KUM/2026 

TENTANG 

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH 
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2025 

 
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 

 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) 

Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan 
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati 
tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah 

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026; 
 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang 
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 

tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat 
II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2756); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah 
bebarapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6736); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 
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Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun Nomor 2014 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6523); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 
350); 
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonsia Tahun 2020 Nomor 

1781); 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 1076); 
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 

11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 

2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Hulu Sungai Selatan Nomor 11); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 

6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 

3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 

2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3); 

14. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 35 Tahun 
2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 
Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 

(Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 
2021 Nomor 36); 

15. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 47 Tahun 
2022 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan 

Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 48); 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : 
KESATU : Status Penggunaan Barang Milik Daerah Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Keputusan ini. 

KEDUA : Penetapan Status Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam 
diktum KESATU adalah Barang Milik Daerah yang wajib 

dilakukan Pengelolaan oleh kepala SKPD selaku Pengguna 
Barang sesuai Peraturan Perundang-undangan. 

KETIGA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
diktum KESATU adalah aset tetap berupa tanah, 
peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan 

jaringan dan aset tetap lainnya milik Pemerintah Kabupaten 
Hulu Sungai Selatan yang diperoleh secara sah menurut 

ketentuan perundang-undangan selama tahun anggaran 2025  
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     dan dipergunakan pada Perangkat Daerah di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 
KEEMPAT : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum 

KETIGA harus dipergunakan dalam rangka menunjang tugas 
pokok dan fungsi Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 
KELIMA : Perangkat Daerah dapat melakukan Pemanfaatan atau 

Pemindahtanganan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
KEENAM : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum 

KEDUA yang tidak dipergunakan untuk menunjang tugas 
pokok dan fungsi Perangkat Daerah, wajib diserahkan kepada 

Bupati melalui Pengelola Barang Milik Daerah. 
KETUJUH : Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan, pengawasan 

dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan Barang Milik 

Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 
 

Ditetapkan di Kandangan 
Pada tanggal 2 Maret 2026 

 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 
 

 ttd. 
 

SYAFRUDIN NOOR 
 
 

 
Tembusan: 

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
2. Inspektur Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten 
Hulu Sungai Selatan 

 

 
 

 
 


